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Abstrak
salah
mendapatkan jabatan strategis bagi sebagian masyarakat tidak

Dunia politik merupakan satu magnet untuk
memandang suatu profesi tertentu. Salah satunya ialah notaris atau
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kaitannya dengan
pencalonan sebagai anggota legislatif di Indonesia. Dalam konteks
hukum Indonesia, notaris dan PPAT memegang peranan vital dalam
pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum kuat
sebagai alat bukti. Namun, keterlibatan notaris atau PPAT dalam
politik, terutama sebagai calon legislatif, menghadirkan tantangan
etika dan hukum yang signifikan, khususnya terkait potensi konflik
kepentingan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini
menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang
Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Pemilu untuk
memahami batasan hukum dalam rangkap jabatan. Hasil kajian
menunjukkan bahwa meskipun terdapat larangan hukum terkait
rangkap jabatan, celah peraturan masih memungkinkan notaris atau
PPAT untuk terlibat dalam proses politik. Hal ini berpotensi
melemahkan prinsip frias politica dan mempengaruhi integritas
profesi notaris serta kepastian hukum di Indonesia. Oleh karena itu,
diperlukan revisi regulasi untuk memastikan transparansi dan
menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan
publik terhadap profesi notaris.
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LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum memegang prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam
konstitusi, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, seluruh

! Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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tindakan dan perilaku masyarakat harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Negara hukum
tidak hanya melibatkan penegakan aturan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip keadilan,
kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.” Hukum tidak hanya menjadi instrumen untuk
menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga menjadi alat untuk melindungi hak-hak individu,
menjamin keadilan, dan mengatur kewajiban warga negara dalam menjalankan kehidupan
bernegara.’

Dalam konteks ini, keberadaan notaris menjadi salah satu aspek penting dari sistem
hukum Indonesia. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang diamanahkan oleh negara untuk
membuat dokumen autentik, seperti akta, yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi.* Akta
yang dibuat oleh notaris memiliki sifat pembuktian tertulis yang sempurna, yang berarti bahwa
dokumen tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam proses hukum. Sebagai bagian
dari sistem hukum, notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,
netralitas, dan profesionalisme untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua
pihak yang terlibat’.

Namun, permasalahan muncul ketika seorang notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) terlibat dalam aktivitas politik, khususnya ketika mereka mencalonkan diri sebagai calon
anggota legislatif.® Notaris diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi
netralitas dan independensi, mengingat perannya sebagai penghubung antara hukum dan
masyarakat. Keterlibatan dalam politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, di mana
notaris yang juga menjabat sebagai calon anggota legislatif dapat dipengaruhi oleh kepentingan
pribadi atau politik dalam menjalankan tugas kenotariatannya. Kondisi ini menimbulkan
berbagai persoalan etika dan hukum, karena adanya potensi benturan antara kewajiban
profesional sebagai notaris dengan tanggung jawab sebagai calon legislator.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas bahwa notaris tidak
diperbolehkan merangkap jabatan dengan pejabat negara atau profesi lain yang dilarang oleh
undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan netralitas profesi notaris,
agar mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi yang dapat merusak
kredibilitas mereka di mata masyarakat. Meskipun demikian, terdapat celah dalam peraturan
yang memungkinkan notaris untuk tetap mencalonkan diri sebagai calon legislatif, selama
mereka mengambil cuti dari tugas kenotariatan selama masa kampanye.

Salah satu perdebatan utama dalam isu ini adalah apakah keterlibatan notaris dalam
politik, khususnya sebagai calon legislatif, melanggar prinsip frias politica yang menjadi dasar
pembagian kekuasaan di Indonesia. 7rias politica, atau pembagian kekuasaan, mengacu pada
pemisahan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Notaris, yang merupakan bagian

2 Yogaswara, A. Y., & Yusa, I. G., “Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris Saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota”, ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 08, No. 01, Tahun 2023, hal. 121.
3 Ibid
4 Halim R. B., Sulistyarini, R., “Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, Jurnal Ilmiah
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019, hal. 251
3 Halim R. B., Sulistyarini R., Op.Cit., hal. 252
 Edwar, Rani F., A., Ali D., “Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law”, Jurnal Hukum &
Pembangunan, Volume 49, Nomor 1,Tahun 2019, hal. 181.
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dari cabang yudikatif, diharapkan untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam proses politik, yang
merupakan domain dari cabang legislatif dan eksekutif. Keterlibatan notaris dalam politik dapat
menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip ini, karena
notaris yang juga menjabat sebagai anggota legislatif memiliki kekuasaan untuk merancang
undang-undang yang mungkin mempengaruhi profesi mereka sendiri.

Selain masalah hukum, keterlibatan notaris dalam politik juga menimbulkan persoalan
etika. Menurut kode etik notaris, mereka harus menjaga integritas, netralitas, dan independensi
dalam menjalankan tugasnya.” Keterlibatan dalam politik dapat mempengaruhi persepsi publik
tentang profesi notaris, di mana masyarakat mungkin meragukan objektivitas notaris dalam
menangani masalah hukum jika mereka juga terlibat dalam politik. Hal ini berpotensi merusak
kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan melemahkan kredibilitas mereka sebagai
pelaksana hukum yang netral.

Keterlibatan notaris dalam politik juga membawa konsekuensi hukum yang lebih luas.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa
notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mengambil cuti dari tugas
kenotariatan mereka selama masa kampanye dan tidak boleh berpraktik sebagai notaris selama
menjabat sebagai anggota legislatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik
kepentingan dan memastikan bahwa notaris tidak menggunakan posisi mereka untuk
mendapatkan keuntungan politik. Namun, masih ada ketidakjelasan mengenai bagaimana
notaris yang mencalonkan diri namun tidak terpilih dapat kembali menjalankan tugasnya setelah
masa pencalonan berakhir. Apakah mereka harus kembali melalui proses pengangkatan yang
sama seperti ketika pertama kali diangkat sebagai notaris, atau mereka dapat langsung
melanjutkan tugas mereka.

Dalam praktiknya, isu ini tidak hanya menjadi perdebatan di tingkat akademik, tetapijuga
menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh para notaris yang ingin terlibat dalam dunia politik.
Beberapa studi menunjukkan bahwa notaris yang terlibat dalam politik sering kali menghadapi
tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tugas profesional dan kepentingan politik. Salah
satu studi yang dilakukan oleh Halim dan Sulistyarini menyatakan bahwa notaris yang
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menghadapi risiko besar terhadap integritas profesi
mereka, karena adanya potensi konflik kepentingan yang bisa merusak independensi mereka
sebagai pejabat hukum.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui
undang-undang yang mengatur keterlibatan notaris dalam politik. Reformasi regulasi
diperlukan untuk memastikan bahwa notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
harus benar-benar melepaskan jabatannya sebagai notaris selama masa jabatan politiknya, untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap
profesi notaris. Dengan demikian, integritas profesi notaris dapat lebih terjaga, dan sistem
hukum Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum

7 Halim, B. R., & Sulistyarini, R., “Pengaturan Rangkat Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, Jurnal Ilmiah
Pendidikan dan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2020, hal. 252
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Lebih lanjut, keberadaan notaris sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia memiliki
keterkaitan erat dengan konsep keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharapkan
dapat memastikan bahwa setiap transaksi hukum yang melibatkan akta autentik berjalan sesuai
dengan hukum yang berlaku. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa akta tersebut dapat digunakan sebagai alat
bukti sah dalam persidangan tanpa perlu bukti tambahan. Oleh karena itu, netralitas dan
independensi notaris sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak memihak atau
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik.

Namun, dalam konteks pencalonan notaris sebagai calon legislatif, ada potensi besar
bahwa prinsip-prinsip keadilan dan netralitas ini dapat terganggu. Notaris yang terlibat dalam
politik dapat dipengaruhi oleh afiliasi politiknya dalam menjalankan tugas kenotariatan, yang
pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Selain itu,
keberadaan notaris dalam politik juga dapat menciptakan konflik kepentingan yang serius,
terutama ketika mereka terlibat dalam penyusunan undang-undang yang mempengaruhi profesi
mereka sendiri atau profesi terkait lainnya. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak integritas
notaris, tetapi juga dapat melemahkan struktur hukum di Indonesia.

Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan mengenai notaris
yang melakukan rangkap jabatan sebagai dosen, ditemukan bahwa meskipun undang-undang
melarang rangkap jabatan, masih ada celah hukum yang memungkinkan notaris untuk terlibat
dalam profesi lain tanpa harus sepenuhnya melepaskan jabatannya sebagai notaris®. Penelitian
ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi yang mengatur
profesi notaris, khususnya dalam hal rangkap jabatan, agar tidak terjadi penyalahgunaan
kewenangan

Dalam penutupan, dapat disimpulkan bahwa isu mengenai kedudukan notaris atau PPAT
yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif adalah persoalan yang kompleks dan
memerlukan perhatian lebih lanjut dari pembuat kebijakan. Secara hukum, meskipun undang-
undang memberikan ruang bagi notaris untuk terlibat dalam politik, masih terdapat celah dalam
peraturan yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Dari perspektif etika, notaris
yang terlibat dalam politik harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan
netralitas mereka sebagai pejabat hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem
hukum Indonesia untuk memastikan bahwa prinsip independensi dan netralitas tetap terjaga
dalam pelaksanaan tugas kenotariatan

TINJAUAN PUSTAKA

Perlunya kajian dan analisis konsep-konsep teoritis dan hasil penelitian sebelumnya yang
berkaitan dengan kedudukan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini mengacu pada beberapa teori
utama yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu teori ¢rias politica, teori etika profesi, dan

8 Setiawan, A., “Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Dosen”, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Tahun
2018, Volume 9, Isu 2
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teori konflik kepentingan, serta beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum bagi profesi
notaris dan PPAT di Indonesia.
1. Teori Trias Politica

Teori trias politica atau pemisahan kekuasaan pertama kali diperkenalkan oleh
Montesquieu dalam bukunya 7he Spirit of Laws. Dalam teori ini, Montesquieu membagi
kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan
yudikatif’. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak
atau lembaga, sehingga setiap cabang kekuasaan dapat menjalankan fungsinya dengan saling
mengawasi.

Dalam konteks profesi notaris atau PPAT, mereka termasuk dalam cabang yudikatif
karena memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan
pembuktian hukum. Keterlibatan notaris dalam cabang legislatif, misalnya dengan
mencalonkan diri sebagai anggota dewan, menimbulkan pertanyaan apakah hal ini melanggar
prinsip pemisahan kekuasaan. Keterlibatan dalam politik bisa mempengaruhi independensi
dan netralitas notaris, yang seharusnya tidak terlibat dalam perumusan kebijakan yang dapat
menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

2. Teori Etika Profesi

Etika profesi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan
profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Waisapi, etika profesi mencakup berbagai
prinsip seperti kejujuran, netralitas, dan tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi
oleh seorang profesional."” Dalam konteks profesi notaris, kode etik notaris Indonesia jelas
mengatur bahwa notaris harus menjaga independensi dan integritasnya dalam menjalankan
tugas. Keterlibatan notaris dalam politik menimbulkan dilema etika, karena mereka
diharapkan netral dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik, sementara keterlibatan
dalam dunia politik menuntut mereka untuk mendukung agenda politik tertentu.

Keterlibatan notaris dalam aktivitas politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat
terhadap integritas profesi tersebut. Jika seorang notaris juga bertindak sebagai politisi,
masyarakat mungkin meragukan netralitasnya dalam menjalankan tugas kenotariatan. Oleh
karena itu, kode etik profesi menekankan pentingnya pemisahan peran antara notaris sebagai
pelayan hukum dan perannya dalam politik.

3. Teori Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan muncul ketika individu berada dalam situasi di mana kepentingan

pribadi atau kelompoknya bisa mempengaruhi tindakan profesionalnya. Dalam kasus notaris

9 Shackleton, R., “The Spirit of Laws Treatise by Montesquieu”, Encyclopedia Britannica, 6 April 2023,

https://www.britannica.com/topic/The-Spirit-of-Laws

10 Waisapi, J. Y., “Code of Ethics and Professional Ethics”, Formosa Journal of Social Scuences, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2022, hal. 280
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atau PPAT yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, ada potensi besar untuk
terjadinya konflik kepentingan. Sebagai pejabat hukum yang berperan dalam pembuatan akta
autentik, notaris memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum. Namun, ketika
seorang notaris juga memiliki kepentingan politik, ada risiko bahwa keputusan mereka bisa
dipengaruhi oleh afiliasi politik atau agenda pribadi mereka.

Dalam hal ini, konflik kepentingan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap
profesi notaris. Masyarakat mungkin mempertanyakan keputusan yang diambil oleh seorang
notaris yang juga berperan sebagai politisi, terutama jika keputusan tersebut tampak
menguntungkan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi
notaris untuk tetap menjaga jarak dari aktivitas politik yang dapat mempengaruhi tugas
profesional mereka.

4. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi landasan hukum utama yang mengatur
profesi notaris di Indonesia." UUJN menegaskan bahwa notaris dilarang untuk merangkap
jabatan dengan profesi lain yang dilarang oleh undang-undang, termasuk menjadi pejabat
negara atau pejabat publik. Dalam konteks pencalonan legislatif, seorang notaris diharuskan
mengambil cuti dari jabatan mereka selama masa kampanye dan tidak boleh menjalankan
tugas kenotariatan selama menjabat sebagai anggota legislatif. Meskipun demikian, belum ada
aturan yang jelas mengenai bagaimana notaris dapat melanjutkan karier mereka setelah masa
jabatan politik berakhir, terutama jika mereka tidak terpilih.

Peraturan mengenai rangkap jabatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik
kepentingan dan menjaga integritas profesi notaris. Namun, celah hukum dalam UUJN
memungkinkan seorang notaris tetap terlibat dalam dunia politik tanpa sepenuhnya
melepaskan jabatan mereka, yang menimbulkan tantangan dalam menjaga netralitas dan
kepercayaan publik.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Halim dan Sulistyarini (2019) menunjukkan bahwa rangkap jabatan notaris
dengan posisi sebagai anggota legislatif berpotensi melemahkan integritas profesi hukum di
Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang mengizinkan
notaris untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, potensi konflik kepentingan yang
muncul bisa mempengaruhi fungsi utama mereka sebagai pelaksana hukum yang independen

dan netral.

" Halim R. B., Sulistyarini, R., “Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, Jurnal llmiah
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019, hal. 251.
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Penelitian ini juga merekomendasikan adanya reformasi regulasi untuk melarang
keterlibatan notaris dalam politik, atau setidaknya memperketat aturan mengenai kewajiban
notaris untuk benar-benar mengambil cuti selama masa kampanye dan tidak terlibat dalam

aktivitas politik yang dapat mempengaruhi tugas kenotariatan.

METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang juga sering disebut
sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian
yang berfokus pada studi terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti undang-
undang, peraturan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum (doctrine). Penelitian
ini mempelajari hukum dalam teks-teks normatifnya dan meneliti bagaimana ketentuan
hukum yang ada berlaku serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam kasus yang
sedang diteliti.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian
adalah analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait notaris atau PPAT yang
mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti
peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai peraturan lainnya
yang mengatur tentang kode etik profesi notaris dan larangan rangkap jabatan bagi pejabat
negara.

Pendekatan yuridis normatif ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis
terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan-peraturan tersebut, seperti
prinsip frias politica yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang (legislatif,
eksekutif, dan yudikatif), serta prinsip etika profesi yang menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas kenotariatan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan hukum
yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan profesi notaris
dan keterlibatan mereka dalam dunia politik. Jenis penelitian ini berfokus pada kajian
dokumen-dokumen hukum dan menganalisis bagaimana peraturan-peraturan tersebut
diterapkan serta dampaknya terhadap profesi notaris. Penelitian hukum normatif ini
menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

» Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Pendekatan ini digunakan untuk

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan profesi notaris,
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PPAT, dan aturan mengenai pemilihan umum di Indonesia. Dengan pendekatan ini,

penelitian akan menganalisis bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-

Undang Pemilu mengatur kedudukan notaris yang mencalonkan diri sebagai calon

anggota legislatif, serta implikasi dari peraturan tersebut.

o Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan konseptual digunakan
untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan teori yang mendasari isu yang dibahas,
seperti konsep frias politica, etika profesi, dan konflik kepentingan. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum
diterapkan dalam konteks profesi notaris, serta apakah keterlibatan notaris dalam politik
melanggar prinsip-prinsip tersebut.

« Pendekatan Kasus (Case Approach): Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus
digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan atau kasus-kasus hukum
yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini membantu untuk memahami
bagaimana prinsip-prinsip hukum yang berlaku diterapkan dalam situasi nyata dan
bagaimana peraturan-peraturan tersebut diinterpretasikan oleh pengadilan.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan secara menyeluruh peraturan-peraturan hukum yang mengatur profesi
notaris, PPAT, dan keterlibatan mereka dalam dunia politik. Penelitian ini akan menguraikan
isi dari peraturan-peraturan yang ada serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam
praktik. Sedangkan analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga
menganalisis peraturan-peraturan tersebut untuk memahami apakah ada celah atau
ketidakselarasan antara peraturan-peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang
mendasarinya.

Dalam spesifikasi ini, peneliti akan menganalisis apakah peraturan yang mengatur
larangan rangkap jabatan bagi notaris cukup kuat untuk mencegah konflik kepentingan yang
mungkin timbul ketika seorang notaris mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selain itu,
penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah kode etik profesi notaris mampu menjaga
integritas profesi notaris dalam situasi politik yang kompleks.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer
dan data sekunder.

o Data Primer: Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari
sumber-sumber hukum yang otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang

relevan (UUJN, UU Pemilu, dll.), serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan
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isu rangkap jabatan dan keterlibatan notaris dalam politik. Data primer ini akan diambil

dari sumber resmi, seperti situs pemerintah, jurnal hukum, dan publikasi lainnya yang

diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang kompeten.

o Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur hukum yang relevan,
seperti buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen-dokumen
lain yang membahas topik-topik terkait dengan profesi notaris, etika profesi, dan
keterlibatan notaris dalam politik. Data sekunder juga mencakup komentar atau pendapat
para ahli hukum yang telah menulis tentang isu-isu yang relevan dengan penelitian ini.
Bahan-bahan hukum sekunder ini akan digunakan untuk memperkaya analisis dan
memberikan perspektif yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi
pustaka (library research). Teknik ini melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen hukum,
buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan
topik penelitian. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan
relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian.

. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Metode ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari data yang
diperoleh, dengan menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang relevan dan
kerangka hukum yang berlaku. Dalam analisis kualitatif, data yang diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya akan dianalisis secara
mendalam untuk menemukan pola-pola, makna, dan implikasi dari peraturan-peraturan
tersebut.

Proses analisis data ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

e Pemilahan Data: Data yang telah dikumpulkan akan dipilah dan dikelompokkan
berdasarkan relevansinya dengan topik yang diteliti. Data yang tidak relevan atau tidak
memiliki hubungan langsung dengan isu yang dibahas akan dikeluarkan dari analisis,
sedangkan data yang relevan akan dianalisis lebih lanjut.

o Penafsiran Data: Setelah data dipilah, tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi
terhadap data tersebut. Dalam tahap ini, peneliti akan menafsirkan peraturan-peraturan
yang ada dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori trias politica,
teori etika profesi, dan teori konflik kepentingan. Penafsiran ini bertujuan untuk
memahami bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam konteks profesi

notaris dan keterlibatan mereka dalam politik.
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o Analisis Deduktif: Analisis deduktif dilakukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip
hukum umum ke dalam kasus-kasus atau situasi spesifik yang sedang diteliti. Dalam
penelitian ini, prinsip-prinsip umum seperti pemisahan kekuasaan (trias politica) dan
kode etik profesi notaris akan diterapkan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang
mengatur keterlibatan notaris dalam politik.

o Kesimpulan: Setelah melakukan analisis mendalam, peneliti akan menarik kesimpulan
mengenai implikasi hukum dari peraturan-peraturan yang berlaku terkait kedudukan
notaris atau PPAT yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Kesimpulan ini
akan mencakup rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki celah-celah

dalam peraturan yang ada serta menjaga integritas profesi notaris

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan notaris atau Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, dengan fokus pada
aspek hukum dan etika profesi. Berdasarkan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, ditemukan beberapa temuan penting yang berkaitan dengan
keterlibatan notaris dalam dunia politik.

1. Larangan Rangkap Jabatan Notaris dan Keterlibatan dalam Politik

Berdasarkan UUJN, notaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan profesi lain,
terutama profesi yang berkaitan dengan pejabat negara. Pasal 17 ayat (1) UUJN dengan tegas
menyatakan bahwa notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, seperti menjadi
anggota legislatif. Aturan ini dibuat untuk menjaga integritas, independensi, dan netralitas
notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yang bertugas memastikan
kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik.

Namun, peraturan mengenai larangan rangkap jabatan ini masih memiliki beberapa celah,
terutama dalam hal pencalonan notaris sebagai calon anggota legislatif. Meskipun UUJN
melarang notaris untuk merangkap jabatan, Undang-Undang Pemilu mengizinkan notaris untuk
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dengan syarat mereka harus mengambil cuti dari
jabatan kenotariatan selama masa pencalonan dan tidak diperbolehkan menjalankan praktik
notariat selama masa jabatan sebagai anggota legislatif.

2. Potensi Konflik Kepentingan

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah potensi
konflik kepentingan yang mungkin timbul ketika seorang notaris terlibat dalam aktivitas politik.
Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, notaris
diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh netralitas dan tidak memihak. Namun,
keterlibatan dalam politik menimbulkan dilema etika yang serius, karena notaris yang terlibat
dalam politik berpotensi dipengaruhi oleh afiliasi politik atau kepentingan partai politik tempat
mereka bernaung.
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Potensi konflik kepentingan ini dapat semakin besar jika notaris yang mencalonkan diri
sebagai anggota legislatif terlibat dalam pembuatan kebijakan atau peraturan yang terkait
dengan profesi mereka. Misalnya, notaris yang menjadi anggota dewan legislatif dapat terlibat
dalam penyusunan undang-undang yang mempengaruhi profesi notaris secara langsung, seperti
revisi terhadap UUJN atau aturan lainnya yang berkaitan dengan kenotariatan. Kondisi ini
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat luas dan
menciptakan persepsi negatif terhadap profesi notaris.

3. Celah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan
yang ada sudah cukup jelas dalam melarang rangkap jabatan bagi notaris, masih terdapat celah
yang memungkinkan notaris untuk tetap terlibat dalam politik. Misalnya, tidak ada aturan yang
mengatur secara rinci mengenai status notaris yang tidak terpilih dalam pemilu. Apakah mereka
dapat langsung kembali menjalankan tugas kenotariatannya, atau apakah mereka harus melalui
proses pengangkatan ulang, masih menjadi area abu-abu dalam regulasi.

Selain itu, terdapat pula perbedaan penafsiran mengenai masa cuti notaris yang
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. UUJN mengatur bahwa notaris harus mengambil
cuti selama masa pencalonan, namun tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu cuti
atau prosedur yang harus diikuti jika notaris tersebut ingin kembali ke profesinya setelah masa
pencalonan berakhir.

4. Implikasi Etika Profesi

Dari perspektif etika, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan notaris dalam politik
dapat merusak integritas dan kredibilitas profesi notaris. Kode etik notaris menekankan
pentingnya independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas kenotariatan. Seorang notaris
yang terlibat dalam politik berisiko kehilangan kepercayaan publik, terutama jika mereka
dipandang lebih mementingkan kepentingan politik daripada menjalankan tugasnya sebagai
pelayan hukum yang netral.

Keterlibatan notaris dalam politik juga berpotensi menciptakan dilema moral, di mana
notaris harus memilih antara menjalankan tugas profesinya atau mengikuti agenda politik
partainya. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan kenotariatan
yang netral, tetapi juga dapat merusak reputasi profesi notaris di mata publik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan notaris atau
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pencalonan sebagai calon anggota legislatif
menimbulkan beberapa permasalahan penting dari perspektif hukum dan etika. Meskipun
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah dengan tegas melarang notaris untuk merangkap
jabatan dengan profesi lain, termasuk sebagai pejabat negara, masih terdapat celah hukum yang
memungkinkan notaris untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Larangan merangkap
jabatan yang ada dalam UUJN, meskipun kuat, belum sepenuhnya menjawab permasalahan
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ketika notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak terpilih atau ketika mereka
kembali ke profesi kenotariatan setelah terjun ke dunia politik.
1. Meskipun ada aturan yang mewajibkan notaris untuk mengambil cuti selama masa

pencalonan, peraturan ini belum secara jelas mengatur tentang proses kembalinya notaris ke
profesi setelah masa pencalonan atau masa jabatan politik mereka berakhir. Apakah notaris
tersebut harus melalui proses pengangkatan kembali atau mereka dapat langsung kembali
menjalankan tugas kenotariatan masih menjadi area yang belum diatur dengan jelas. Hal ini
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris yang terlibat dalam politik dan berpotensi
menimbulkan celah bagi penyalahgunaan jabatan.

2. Dari perspektif konflik kepentingan, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan notaris
dalam politik, khususnya sebagai calon anggota legislatif, dapat menciptakan situasi di mana
netralitas dan independensi notaris terancam. Seorang notaris yang juga terlibat dalam
penyusunan undang-undang atau kebijakan pemerintah mungkin menghadapi situasi di
mana keputusan mereka dapat mempengaruhi profesi atau kepentingan pribadi mereka
sendiri. Hal ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris, yang selama ini
diharapkan netral dan tidak memihak.

3. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan notaris dalam politik membawa implikasi
serius terhadap etika profesi. Kode etik notaris menuntut agar notaris selalu menjaga integritas
dan tidak terlibat dalam situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Namun,
keterlibatan notaris dalam politik, di mana mereka mungkin dihadapkan pada tekanan dari
partai politik atau kelompok tertentu, menimbulkan dilema etika yang sulit dihindari. Jika
tidak diatur dengan baik, hal ini bisa merusak reputasi profesi notaris secara keseluruhan.

4. Pentingnya revisi peraturan yang lebih tegas terkait keterlibatan notaris dalam politik.
Meskipun peraturan seperti UUJN telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat,
masih terdapat celah yang perlu diisi dengan aturan yang lebih spesifik dan rinci. Salah satu
rekomendasi yang diajukan adalah agar UUJN atau peraturan terkait lainnya menyertakan
aturan yang lebih jelas mengenai status notaris yang mencalonkan diri namun tidak terpilih.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa notaris tidak menggunakan jabatan mereka untuk
keuntungan politik, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga netralitas dan
independensi profesi notaris dalam setiap aspek, termasuk ketika mereka terlibat dalam aktivitas
politik. Revisi terhadap regulasi yang ada, khususnya UU]N, diperlukan untuk memastikan
bahwa notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak hanya mengikuti aturan
formal tentang cuti, tetapi juga tidak mengorbankan prinsip dasar profesi mereka dalam menjaga
keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
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